ABSTRAK

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD merupakan
lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah. BPKAD berperan penting
dalam pengoptimalan PAD yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan
daerah sehingga mampu mengatur pembangunan sendiri di Kabupaten Jepara dan
dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat yang
berupa dana perimbangan, di samping harus meningkatkan penerimaan, daerah
juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana
dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang
merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui tujuan strategi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara dalam mencapai
terkelolanya keuangan secara efektif, memahami pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewenang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara pada
proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta
mengetahui dan memahami kendala dan solusi yang diambil oleh BPKAD
Kabupaten Jepara dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
yuridis normatif di mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder dan wawancara (penelitian lapangan) untuk
melengkapi data - data tersebut, spesifikasi penelitian dilakukan secara deksriptif
analitis dan selanjutnya metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi BPKAD dalam mencapai
pengelolaan keuangan yang efektif dilakukan dengan mengelola anggaran sesuai
SAP dan peningkatan koordinasi pada OPD, (2) Pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewenang BPKAD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
daerah dalam pelaksanaanya BPKAD menggunakan sistem akuntansi dan
pelaporan Keuangan Daerah yang sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) BPKAD dalam mengatasi kendala
yang dihadapi yaitu minimnya kompetensi SDM dalam mengelola laporan
pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga menghambat dalam mejalankan
tugasnya dan solusi yang dilakukan adalah dengan pelatihan SDM serta
tersedianya sarana dan prasarana yang dapat membantu OPD dalam menyusun
laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kata Kunci : BPKAD, Kabupaten Jepara, Laporan Pertanggunggjawaban
Keuangan Daerah.
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